
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVISI JAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR30TAHUN2023

TENTANG

RENCANASTRATEGISBADANLAYANANUMUMDAERAH
PADAUNITPELAKSANATEKNISDAERAHPUSATKESEHATANMASYARAKAT

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan
Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903)sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012l



tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25

Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan

organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021
Nomor25);

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

MEMUTUSKAN:

STRATEGISBADANLAYANANUMUMDAERAHPADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT ~



BAB I

KETENTUANUMUM
Pasal1

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten TanjungJabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yangmenjadi kewenangandaerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraanUrusan Pemerintahan yangmenjadi kewenanganDaerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima)tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten
Tanjung Jabung Timuruntuk periode 5 (lima)tahun.

8. Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkanpada akhir
periodeperencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas /badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaandaerah pada umumnya.

12.Fleksibilitasadalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ~



13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

selanjutnya disebut PPK-BLUDadalah pola pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik

praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan

keuangan daerah pada umumnya.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

15.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas

teknis operasional dan Zatau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah

suatu kegiatan dan Iatau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

17.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKMadalah

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok,dan masyarakat.

18.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

19.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai perioritas

pembangunan DaerahZPerangkatDaerah untuk mencapai sasaran.~



BAB II

RENSTRABLUDUfYfDPUSKESMAS

Pasal2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis BLUD UPTD

Puskesmas.

(2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :

a. Puskesmas Pangkal Duri;

b. Puskesmas Mendahara;

c. Puskesmas Simpang Pandan;

d. Puskesmas Simpang Tuan;

e. Puskesmas Kampung Laut;

f. Puskesmas Muara Sabak Barat;

g. Puskesmas Dendang;

h. Puskesmas Muara Sabak Timur;

1. Puskesmas Lambur;

J. Puskesmas Simbur Naik;

k. Puskesmas Rantau Rasau;

1. Puskesmas Sungai Tering;

m. Puskesmas Nipah Panjang;

n. Puskesmas Berbak;

o. Puskesmas Sungai Lokan;

p. Puskesmas Sungai Jambat;

q. Puskesmas Air Hitam Laut;

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD

dan Renstra Perangkat Daerah.

(4) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. rencana pengembangan layanan;

b. strategis dan arah kebijakan;

c. rencana program dan kegiatan; dan

d. rencana keuangan.

(5) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. ~



(6) Renstra BLUD setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Renstra BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 dirumuskan kedalam rencana kerja perangkat daerah

dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BABIII

PERENCANAANDANPENGANGGARANBLUDUPTDPUSKESMAS
Pasal4

(1) UPTDPuskesmas yang menerapkan BLUDmenyusun RBAmengacu pada
Renstra.

(2) RBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinetja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan
akan diperolehdari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah,
hasil ketjasama dengan pihak lain dau/atau hasillainnya, APBD,dan
sumber pendapatan BLUDlainnya.

(3) Anggaran berbasis kinetja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a
merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output

dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku disuatu
daerah.

(5) Dalam hal BLUDbelum menyusun standar satuan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),BLUDmenggunakan standar satuan harga yang
ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut

belanja operasi dan belanja modal. ~



Pasal5

(1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas, menjadi pedoman bagi Kepala UPTD

Puskesmas dalam penyusunan Renja.

(2) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan
sinkronisasi antara Renja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah.

BABIV

PENGENDALIANDANEVALUASIPELAKSANAANRENSTRABLUDUPTD
PUSKESMAS

Pasa16

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUDUPTD Puskesmas,
mencakup indikator kinerja Unit Puskesmas serta rencana program,
kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi,
tujuan dan sasaran Renstra BLUDUPTDPuskesmas.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Kepala
UPTD Puskesmas melalui pemantauan dan supervisi terhadap
pelaksanaan Renstra BLUDUPTDPuskesmas.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja
BLUDUPTDPuskesmas, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUDUPTDPuskesmas,
dan telah dilaksanakan melalui RenjaUPTDPuskesmas.

Pasa17

(1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian,
Kepala BLUD UPTD Puskesmas melakukan tindakan

perbaikanj penyempurnaan.
(2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan

evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan. ~



BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muar abak

pada tanggal ~ (\) ~2023

~ANJU G ABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 28 I\.bV~tYl1ftr 2023

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2023

NOMOR 30
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